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Abstrak 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Bertahap merupakan perjanjian 

pendahuluan antara penjual dengan pembeli yang sistem transaksi pelunasannya 

dilakukan dengan sistem pembayaran secara bertahap, sebelum beralihnya hak atas 

tanah. Dalam praktiknya, PPJB Bertahap ini masih seringkali menimbulkan 

permasalahan hukum, terutama apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi 

kesepakatan diawal atau melanggar apa yang telah disepakati bersama. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam memastikan keabsahan 

dokumen dalam PPJB bertahap serta mengidentifikasi langkah-langkah preventif 

yang dapat dilakukan oleh notaris agar terhindar dari resiko hukum yang ada. 

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Data 

diperoleh langsung dari Kantor Notaris I Gusti Agung Putra Wiryawan, S.H., 

M.Kn, yang berada di kabupaten Tabanan, Bali. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa notaris memiliki peranan yang sangat penting sebagai pejabat publik yang 

dapat menjamin keabsahan dan keautentikan akta, menyimpan dokumen dan 

sertifikat secara aman, serta dapat memberikan perlindungan bagi kedua belah 

pihak. Notaris juga akan memberikan upaya-upaya preventif, memberikan 

penyuluhan hukum, serta akan mencantumkan klausula perlindungan ke dalam 

perjanjian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akan 

pemahaman terhadap masyarakat dan praktisi hukum terkait peranan notaris dalam 

menjamin keabsahan serta kepastian hukum dalam PPJB Bertahap. 

Kata Kunci: Notaris, PPJB Bertahap, Kepastian Hukum, Akta Autentik, 

Penyimpanan Dokumen 

PENDAHULUAN 

Dalam sistem hukum yang berada di Indonesia, segala kegiatan hukum oleh 

masyarakat akan didasari pada asas kepastian dan juga keadilan.(Kusyandi & 

Yamin, 2023) Adapun salah satu bentuk kegiatan hukum yang umum dan biasa 

terjadi ialah adanya transaksi jual beli, khususnya jual beli tanah. Akan tetapi, 
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karena tidak segala transaksi dapat dilakukan secara langsung atau bersamaan, 

muncullah kebutuhan untuk membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). 

Perjanjian ini diperuntukkan sebagai jaminan awal sebelum proses jual beli 

nantinya dilakukan secara sempurna melalui Akta Jual Beli (AJB). PPJB menjadi 

sarana pengikat antara penjual dengan pembeli untuk mengatur pelaksanaan jual 

beli, terutama apabila terdapat hal-hal yang belum dapat diselesaikan secara 

langsung seperti kelengkapan atas dokumen tanah.(Haryanti, 2023) Bentuk 

perjanjian ini nantinya akan memberikan kepastian bahwa kedua belah pihak telah 

terikat secara hukum yang sah sebelum nantinya akan dialihkan hak yang 

sesungguhnya. 

Salah satu jenis PPJB yang lumayan sering digunakan masyarakat ialah jenis 

PPJB dengan sistem pembayaran bertahap, atau PPJB Bertahap. Dalam sistem 

tersebut, pembayaran harga jual akan dilakukan secara bertahap atau cicilan sesuai 

dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan isi perjanjian dan apa 

yang sudah disepakati di awal. Namun dalam pelaksanaannya secara nyata, PPJB 

Bertahap memang menjadi alternatif bagi masyarakat yang belum bisa melunasi 

harga objek transaksi dengan secara langsung lunas, tetapi dengan sistem cicilan 

bertahap.(syahputra eko, novianty lily, 2023) Walaupun sistem ini memberikan 

kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pembuatan PPJB, tetapi masih 

seringkali muncul permasalahan hukum akibat adanya keterlambatan pembayaran 

atau hal-hal yang melanggar ke dalam isi perjanjian. Disinilah peranan dari notaris 

dibutuhkan dan sangat penting untuk dapat memastikan serta mengabsahkan akta 

yang dibuat telah memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tetap, serta nantinya 

dapat memberikan perlindungan hukum kepada dua belah pihak.  

Dalam kondisi seperti inilah, peran notaris menjadi sangat penting. Notaris 

tidak hanya bertugas sebagai pembuat akta saja, tetapi juga berperan dalam 

memastikan segala keabsahan tentang akta autentik tersebut. Notaris sebagai 

pejabat umum, tentunya memiliki kewenangan sebagaimana yang telah diatur ke 

dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris memiliki 

kewenangan untuk membuat akta autentik, menyimpan minuta, dan juga menjamin 

keabsahan dokumen.(Javana et al., 2024) Dalam hal ini, khususnya di PPJB 

Bertahap notaris tidak hanya bertugas untuk membuat akta, tetapi menjadi pihak 

yang akan menyimpan sertifikat tanah yang dititipkan sebagai jaminan dari salah 

satu pihak hingga nanti proses pelunasan telah selesai.  

Selain dalam pembuatan akta, notaris juga memiliki peranan penting dalam 

penyimpanan dokumen hukum, khususnya yakni sertifikat tanah yang menjadi 

objek transaksi.(Yulita et al., 2024) Dalam PPJB Bertahap ini, biasanya sertifikat 

tanah akan dititipkan di kantor notaris sebagai jaminan hingga pelunasan nanti 

terselesaikan. Penitipan ini bukan sekedar tindakan administratif, tetapi juga 

memiliki dasar hukum yang kuat dan untuk perlindungan bagi para pihak. Dengan 

adanya penyimpanan yang dilakukan ini di kantor notaris, resiko penyalahgunaan 
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atau pemindahan hak secara sepihak akan dapat dihindari. Dengan demikian, 

kehadiran notaris tentunya dapat memberikan jaminan bahwa setiap transaksi yang 

dilakukan tentunya memiliki dasar hukum yang jelas, kuat, dan tidak akan 

merugikan pihak manapun. 

 Namun, dalam praktiknya, tidak keseluruhan perjanjian ini berjalan dengan 

mulus. Adanya kasus nyata yang terjadi di Kantor Notaris I Gusti Agung Putra 

Wiryawan, S.H., M.Kn yang berada di Kabupaten Tabanan yang menunjukkan 

resiko hukum dari adanya PPJB Bertahap ini. Dimana kejadian ini terjadi pada 

Tahun 2020 silam, adanya wanprestasi di mana pembeli yang tidak bisa melunasi 

pembayaran sesuai dengan isi kesepakatan perjanjian diawal, meskipun telah 

diberikan keringanan yakni tambahan batas waktu pelunasan. Dari kasus inilah 

memperlihatkan masih lemahnya keputusan para pihak terhadap isi dari perjanjian 

yang dibuat serta menunjukkan pentingnya pengawasan dan peran aktif dari notaris 

dalam mencegah terjadinya sengketa hukum.  

Dilandasi oleh permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting 

untuk menganalisis bagaimana nantinya peranan notaris dalam pembuatan PPJB 

Bertahap ini serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan notaris agar terhindar dari 

resiko hukum seperti wanprestasi yang terjadi dalam kasus tersebut. Dengan 

memahami sistem kerja dari notaris secara mendalam, diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, yang khususnya di 

bidang kenotariatan dan hukum perdata terkait jaminan kepastian hukum dalam 

transaksi pertanahan. Dari cara-cara inilah nantinya Notaris dapat membantu 

memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian berjalan sesuai dengan asas keadilan, 

kepastian hukum, dan kemanfaatan. 

Urgensi daripada penelitian ini terletak pada pentingnya pengkajian peran 

strategis notaris dalam menjamin kepastian hukum PPJB Bertahap sekaligus 

mencari bentuk pertanggungjawaban dan langkah preventif yang dapat dilakukan 

untuk mencegah terjadinya sengketa.(Puspadewi, 2023) Penelitian ini juga akan 

menjadi relevan karena dalam praktiknya, banyak masyarakat yang kurang 

memahami fungsi dari notaris secara sepenuhnya, terutama dalam hal penyimpanan 

dokumen serta tanggungjawab hukum terhadap perjanjian yang dibuat di 

hadapannya. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya penting dari segi 

akademiknya saja, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam dunia kenotariatan. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada 

dua permasalahan utama sebagai berikut:  

1. Bagaimana Peran Notaris dalam Pembuatan PPJB Bertahap? 
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2. Bagaimana Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik dalam 

Pembuatan PPJB Bertahap? 

 

PEMBAHASAN 

Peranan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bertahap 

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk 

menjalankan beberapa fungsi publik yang terkandung ke dalam bidang hukum 

perdata, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik.(Ningsih et al., 

2022) Dalam penelitian ini, yakni perjanjian pengikatan jual beli bertahap (PPJB 

Bertahap), notaris memiliki peranan sebagai pihak yang menjamin bahwa 

keseluruhan proses pembuatan akta akan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum 

dan memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, sebagaimana yang telah diatur ke dalam 

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Nantinya, 

keberadaan notaris akan menjadi instrumen yang penting dalam menjaga 

Keabsahan suatu perikatan hukum yang terjadi antara penjual dengan pembeli. 

Akta yang dibuat oleh notaris memiliki nilai-nilai pembuktian tertinggi dalam 

sistem hukum Indonesia.(Aulia et al., 2025) Dalam akta autentik yang dihasilkan 

oleh notaris, tidak hanya membuktikan isi dari suatu perjanjian, tetapi juga 

menjamin bahwa perbuatan hukum yang dilakukan dan sudah tercantum di 

dalamnya telah dilakukan dengan benar. Dalam PPJB Bertahap ini, banyak proses 

penting yang dapat terjadi karena perjanjian tersebut menyangkut transaksi bernilai 

tinggi yang berkaitan dengan hak atas tanah ataupun bangunannya. Maka dari itu, 

adanya ketelibatan notaris dalam hal ini menjadi bentuk perlindungan hukum 

terhadap para pihak. Keabsahan pada PPJB Bertahap ini tidak hanya ditentukan 

oleh kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi juga ditentukan oleh validitas 

seluruh dokumen yang akan digunakan di dalam perjanjian.(Maulida Nuzula 

Firdaus, 2023) Dalam hal ini, notaris wajib melakukan verifikasi menyeluruh 

terhadap sertifikat tanah, identitas dari para pihak, bukti-bukti pelunasan, serta 

dokumen lainnya yang terkait dengan isi perjanjian. Proses ini tentunya sangat 

penting karena merupakan bagian dari tanggung jawab notaris untuk memastikan 

bahwa akta-akta yang dibuatnya tidak cacat hukum dan tentunya dapat 

dipertanggungjawabkan secara yuridis.(Yulita et al., 2024) 

Untuk menjalankan fungsinya, notaris juga perlu memeriksa status hukum 

dari tanah yang menjadi objek perjanjian. Memeriksa dalam artian seperti apabila 

adanya tanah yang masih dalam sengketa, tanah yang diagunkan, ataupun adanya 

tanah yang belum terdaftar dengan benar di Kantor Pertanahan setempat, pastinya 

tidak akan bisa dijadikan objek untuk melakukan PPJB. Melalui proses 

pemeriksaan inilah nantinya notaris dapat mencegah terjadinya sengketa di 

kemudian hari yang memiliki potensi untuk membuat atau menjadikan salah satu 
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pihak rugi akan hal tersebut. Selain memiliki tugas dan kewenangan untuk 

memastikan keabsahan dokumen, notaris juga memiliki peranan, salah satunya 

peran administratif dalam penyimpanan dokumen. Adapun hal tersebut sudah diatur 

dan tertuang ke dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Jabatan Notaris (UUJN), 

sebagaimana disebutkan notaris wajib menyimpan minuta akta dan dokumen-

dokumen terkait secara aman.(Giovandre Diputra & Rahmida Erliyani, 2024) 

Dalam konteks PPJB Bertahap ini, dokumen yang akan dan sudah disimpan 

biasanya meliputi sertifikat tanah, salinan akta, bukti-bukti pembayaran, dan juga 

identitas dari para pihak. Penyimpanan ini dilakukan untuk menjamin keamanan 

dan keutuhan dari data-data hukum yang diperlukan selama nantinya proses 

transaksi jual beli ini berlangsung. 

Penyimpanan dokumen oleh notaris memiliki makna hukum yang sangat 

signifikan. Adanya sertifikat tanah yang dititipkan di kantor notaris memiliki fungsi 

sebagai jaminan sementara bagi penjual ataupun pembeli sampai kewajiban 

pembayarannya atau batas waktu pembayaran yang telah disepakati diawal selesai 

dilaksanakan. Dengan demikian, notaris dapat bertindak sebagai pihak yang 

menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, sekaligus 

dapat memastikan bahwa objek dari perjanjian tersebut tidak disalahgunakan 

sebelum nantinya proses jual beli tersebut sudah selesai dengan sempurna. Adanya 

fungsi penyimpanan ini juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap 

integritas dari profesi notaris.(Sitaresmi & Ristawati, 2025) Notaris tentunya 

dianggap memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kerahasiaan 

serta keutuhan dokumen yang dapat dipercayakan kepadanya. Nantinya, setiap 

pelanggaran terhadap kewajiban penyimpanan dokumen dapat berimplikasi pada 

sanksi etik ataupun juga sanksi hukumnya.  

Dalam hal PPJB Bertahap inilah, proses pelunasan yang akan dilakukan 

secara berjangka akan memerlukan waktu yang tentunya sangat lama. Selama masa 

berlaku ini, dokumen yang menjadi objek perjanjian akan berpotensi mengalami 

resiko kehilangan, terjadinya pemalsuan, ataupun bisa saja penyalahgunaan. Oleh 

karena itu, penyimpanan oleh notaris tentunya tidak hanya bersifat secara 

administratif, tetapi juga menjadi sarana perlindungan hukum yang nyata bagi para 

pihak. 

Peran notaris sebagai penjamin keabsahan dan penyimpanan dokumen tidak 

dapat dilepaskan dari adanya prinsip kepastian hukum dan kepercayaan publik. 

Notaris tentunya bertanggungjawab untuk memastikan bahwa nantinya setiap 

langkah yang harus diambilnya sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat hukum 

yang berlaku dan mengutamakan prinsip profesionalisme. Dari hal inilah, notaris 

nantinya tidak hanya bertindak sebagai sanksi hukum, tetapi juga bertindak sebagai 

penjaga moralitas hukum di dalam masyarakatnya. Akta PPJB yang dibuat di 

hadapan notaris juga akan memberikan legitimasi formal terhadap isi perjanjian 

tersebut. Apabila suatu saat terjadi sengketa, adanya akta notaris yang memiliki 

kekuatan pembuktian sempurna, sehingga dapat memudahkan proses penyelesaian 
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di pengadilan nantinya. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran notaris dapat 

memperkuat dari segi posisi hukumnya bagi kedua belah pihak. Selain 

bertanggungjawab atas isi akta, notaris juga harus menjaga kenetralitasan. Notaris 

tidak diperkenankan untuk memihak salah satu pihak, karena fungsinya pun adalah 

untuk menjamin bahwa perjanjian yang dibuat atas kesepakatan bersama memiliki 

sifat yang adil bagi kedua belah pihak tersebut.(Collins et al., 2021) Adanya sikap 

profesional inilah yang akan menjadi bagian dari eriks kenotariatan yang wajib dan 

perlu dijunjung tinggi.  

Melalui peran notaris sebagai penjamin keabsahan dan penyimpanan 

dokumen ini, notaris akan menjadi penghubung antara kepentingan individu dan 

negara. Akta autentik yang dibuatnya akan menjadi bukti hukum yang sah dan 

diakui oleh lembaga peradilan, sekaligus juga akan memperkuat tatanan hukum di 

bidang perdata. Dengan demikian, peranan notaris dalam pembuatan PPJB 

Bertahap ini tidak terbatas pada pembuatan aktanya saja, tetapi juga meliputi 

verifikasi, penyimpanan, pengawasan, dan perlindungan hukum terhadap seluruh 

dokumen yang berkaitan. Hal ini nantinya dapat menjadikan notaris sebagai pilar 

utama guna menjaga keabsahan dan kepercayaan hukum di masyarakat. Oleh 

karena itu, adanya notaris yang hadir dalam setiap tahapan pembuatan PPJB 

Bertahap ini merupakan bentuk perwujudan nyata dalam perlindungan hukum 

terhadap masyarakat. Peran inilah yang akan sejalan dengan tujuan hukum, yakni 

memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang berharga bagi seluruh 

pihak yang membutuhkan dan memerlukannya. 

Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

Bertahap 

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan yang penting dalam 

menjamin keabsahan serta kekuatan pembuktian dari adanya suatu perjanjian. 

Dalam PPJB Bertahap ini, notaris memilik fungsi tidak hanya sebagai pembuat akta 

autentik, melainkan sebagai penjamin kepastian hukum bagi para pihak. PPJB 

Bertahap menjadi salah satu bentuk perjanjian yang banyak digunakan ke dalam 

praktik jual beli khususnya pertanahan, dan hal ini dikhususkan lagi ketika 

pembayaran belum dapat dilunasi atau diselesaikan secara penuh di awal.(Eka P, 

2021) 

Adapun kewenangan notaris dalam pembuatan PPJB Bertahap ini telah diatur 

pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. 

Berdasrkan Pasal 15 ayat (1) UUJN, notaris berwenang membuat akta autentik 

mngenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh 

Peraturan Undang-Undang yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang dinyatakan ke 

dalam bentuk akta autentik. Dari hal itulah, PPJB Bertahap yang proses 

pembuatannya dilakukan dan dibuat di hadapan notaris tentunya memiliki kekuatan 

hukum yang kuat. Dalam hal ini juga telah terkandung mengenai dasar hukum 
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keabsahan dari suatu perjanjian, yang telah didasari berdasarkan Pasal 1320 

KUHPerdata, yang terkandung juga ke dalam Buku Ketiga, Dimana menyatakan 

suatu perjanjian akan dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat, yakni: 

adanya kesepakatan yang mengikatkan kedua pihak, kecakapan untuk membuat 

suatu perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.(Lompoh 

Egia Nuansa Pinem et al., 2022) Dari syarat-syarat tersebut, adanya syarat subjektif 

yang tertuang ke dalam perjanjian, yakni adanya kesepakatan dan kecakapan, 

menunjukkan bahwa kedua pihak harus secara sadar, tanpa paksaan pihak manapun 

untuk menyetuji isi dari perjanjian yang akan dibuat. Notaris disini mengambil 

andil untuk memastikan bahwa kedua belah pihak akan hadir dalam keadaan sadar, 

sudah cakap hukum, dan telah memahami konsekuensi hukum yang dibuat dari isi 

perjanjian yang akan disepakati bersama. 

Sampai saat ini, yang biasanya terjadi ialah PPJB bertahap dibuat karena 

adanya kebutuhan hukum dan ekonomi masyarakat. Tidak semua calon pembeli 

mampu melunasi harga objek jual beli dalam satu waktu. Oleh karena itu, PPJB 

bertahap memberikan solusi dengan memperbolehkan pembayaran dilakukan 

secara bertahap, dengan ketentuan hak kepemilikan baru akan berpindah setelah 

pembayaran selesai. Sistem pembayaran secara bertahap atau sistem cicilan ini juga 

memberikan kepastian bagi penjual bahwa pembeli memiliki komitmen untuk 

melunasi pembayaran, sementara bagi pembeli, PPJB bertahap membantu 

memberikan jaminan hukum bahwa objek jual beli tidak akan dialihkan kepada 

pihak lain selama proses pembayaran berlangsung. Dalam hal ini, notaris berfungsi 

sebagai penengah dan pencatat resmi yang menjamin kesepakatan para pihak 

tertuang dengan jelas dan sah. Hal ini juga sudah diatur ke dalam dasar hukum yang 

sering digunakan dalam pembuatan PPJB bertahap yakni seperti adalah 

KUHPerdata, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (UUPA), dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. Ketentuan-ketentuan ini mengatur mengenai kepemilikan dan 

peralihan hak atas tanah, yang menjadi objek utama PPJB. 

Dalam konteks ini, notaris harus berhati-hati dalam menentukan redaksi akta 

PPJB bertahap agar tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 

24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat 

didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT (Pejabat 

Pembuat Akta Tanah). Karena itu, PPJB hanya bersifat pengikatan, bukan 

pemindahan hak.(Puspadewi, 2022) Selain adanya aspek hukum formil, PPJB 

bertahap juga memiliki dimensi sosial ekonomi. Banyak masyarakat membeli 

rumah atau tanah melalui skema bertahap karena keterbatasan modal. Di sinilah 

peranan notaris menjadi krusial untuk memastikan bahwa hak pembeli tetap 

terlindungi meskipun pembayaran dilakukan dalam jangka waktu lama. Namun, 

dalam realitanya, masih ditemukan PPJB bertahap yang dibuat di bawah tangan 

tanpa melibatkan notaris. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, 

seperti tidak diakuinya perjanjian tersebut di hadapan pengadilan karena tidak 
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memenuhi bentuk autentik. Oleh sebab itu, peran notaris menjadi sangat penting 

dalam menjamin validitas perjanjian. 

Selain dibuatkannya pembuatan klausula dalam perjanjian, notaris juga dapat 

menyarankan penggunaan rekening Bersama untuk menampung dana pembayaran 

bertahap ini. Dengan adanya system ini, pembayaran hanya akan dilakukan dan 

dilanjutkan setelah syarat-syarat tertntu yang sudah disepakati terpenuhi. Langkah 

ini tentunya dapat digunakan untuk mencegah kecurangan yang terjadi serta dapat 

menjaga transparansi dari transaksi yang dilakukan. Selain itu, jika dalam 

penyimpanan dokumen, tentunya notaris juga memrlukan Langkah-langkah yang 

harus dilakukan agar terhindar dari hal-hal yang dapat membuat hilangnya atau 

rusaknya barang bukti atau jaminan yang diberikan. Dalam hal penyimpanan 

dokumen, biasanya notaris akan memastikan seluruh dokumen penting akan 

disimpan di tempat yang aman dan tentunya tidak akan mudah diakses oleh pihak 

luar ataupun orang asing. Beberapa kantor notaris bahkan biasanya menggunakan 

system keamanan digital, atau brankas untuk menyimpan, dan melindungi data-data 

klien dari kehilangan ataupun peretasan. Setelah itu, notaris juga akan membuat 

berita acara serah terima dokumen agar nantinya terdapat bukti autentik terkait 

waktu dan pihak yang menyerahkan dokumen. Hal ini akan memudahkan proses 

pembuktian apabila nantinya terjadi sengketa di kemudian hari. 

Dalam hal lain yang tidak kalah penting juga notaris perlu melakukan 

pencatatan transaksi secara lengkap dalam repertorium notaris.(Kurniawan, 2025) 

Catatan ini nnatinya akan menjadi arsip hukum yang dapat dijadikan bukti formal 

atas seluruh akta yang dibuat. Nantinya notaris perlu menjalin komunikasi yang 

aktif dengan kedua para pihak selama masa pembayaran berlangsung. Hal ini 

dilakukan agar notaris dapat memantau pelaksanaan perjanjian dan memberikan 

peringatan dini apabila ditemukannya tanda-tanda akan terjadi wanprestasi. Jika 

memang terjadi dan munculnya kendala, khususnya dalam hal pelunasan, notaris 

dapat memberikan saran yakni berupa solusi musyawarah ataupun memberikan 

perpanjangan waktu sebelum terjadinya pelanggaran berat yang timbul. Tindakan 

ini nantinya menjadi bentuk pertanggungjawaban sosial notaris dalam menjaga 

hubungan hukum yang harmonis. Dalam beberapa kasus yang terjadi, selain kasus 

di kantor notaris daerah Tabanan, Bali tersebut, notaris juga dapat bekerja sama 

dengan PPAT dan juga advokat untuk memastikan proses jual beli ini berjalan 

sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai hukum pertanahan. Tindakan 

Bersama ini dapat meningkatkan efektivitas pencegahan resiko hukum.  

Dalam hal ini notaris juga perlu memeriksa dokumen ataupun surat-surat 

seperti pemeriksaan pajak, surat keterangan tanah, dan juga izin bangunan. Dalam 

hal ini tentunya notaris wajib mematuhi juga terkait adanya kode etik jabatan yang 

mengatur agar setiap Tindakan notaris harus didasari oleh prinsip-prinsip kehati-

hatian dan profesionalitas. Ketaatan terhadap kode etik merupakan bentuk 

pencegahan internal agar tidak terjadinya pelanggaran hukum oleh notaris itu 

sendiri. Dengan demikian, adanya Langkah-langkah pencegahan ini menunjukkan 
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bahwa notaris tidak hanya berfungsi setelah perjanjian dibuat, melainkan juga 

sebelum dan selama pelaksanaan perjanjiannya. Notaris berperan aktif untuk 

memastikan bahwa hubungan hukum antara kedua pihak tetap seimbang. Upaya ini 

dilakukan agar dapat memberikan manfaat ganda yakni melindungi masyarakat dari 

resiko-resiko hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap Lembaga 

kenotariatan sebagai penegak hukum yang professional dan juga berintegritas. 

Dalam konteks PPJB Bertahap inilah menjadi bentuk nyata dan tanggung jawab 

untuk menjaga kepastian hukum, mencegah timbulnya sengketa, dan memperkuat 

keadilan dalam praktik perikatan jual beli khususnya di Indonesia.  

. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan mengenai peranan notaris dalam menjamin 

keabsahan dokumen penyimpanan tersebut, khususnya dalam pembuatan PPJB 

Bertahap tidak hanya sebatas membuat akta autentik saja, tetapi juga memastikan 

keabsahan dokumen, menjamin keamanan penyimpanan, serta menjaga 

keseimbangan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Adanya keberadaan 

notaris memberikan jaminan kepastian hukum dan bentuk perlindungan terhadap 

resiko-resiko yang mungkin timbul sampai memicu terjadinya sengketa. Melalui 

adanya proses verifikasi identitas, pemeriksaan status objek tanah, dan penyesuaian 

dari isi perjanjian, notaris dapat menjamin agar akta yang dihasilkan sah secara 

hukum, memiliki kekuatan hukum pembuktian sempurna, dan tentunya melindungi 

hak-hak para pihak. 

Selain sebagai pembuat akta, notaris juga melakukan beberapa langkah-

langkah preventif yang menunjukkan tidak hanya sekedar menjalankan fungsi 

administrasi tetapi juga fungsi sosial dan fungsi yurudisnya dalam menegakkan 

prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Notaris menjadi penghubung 

antara kepentingan masyarakat dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, 

sehingga kehadirannya akan berperan penting dalam menciptakan bidang hukum 

yang aman, tertib, dan terpercaya. Kewenangan notaris dalam pembuatan PPJB 

bertahap merupakan bentuk manifestasi dari fungsi negara dalam memberikan 

kepastian hukum. Melalui akta autentik, notaris membantu menciptakan keadilan 

dan keamanan bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli secara bertahap. 

Ke depan, peran notaris harus semakin diperkuat untuk menyesuaikan dengan 

dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa notaris merupakan pilar utama 

dalam menjamin keamanan, keabsahan, dan kepastian hukum dalam setiap 

perjanjian pengikatan jual beli bertahap. Melalui pelaksanaan tugas yang memiliki 

landasan profesionalisme, integritas yang tinggi, dan tanggung jawab moral, serta 

nantinya notaris mampu memberikan perlind7ngan hukum yang nyata bagi para 
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kedua pihak sekaligus juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap 

lembaga-lembaga khususnya kenotariatan di Indonesia. 
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